BAB IV
ORGANISASI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Pasal 8
(1) Perangkat organisasi BUM Kal adalah:
a. Musyawarah Kalurahan/Muskal,
b. Penasihat:
c. Pelaksana operasional;
d. Pengawas.
(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf
c terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Pegawali

Lainnya.

Bagian Kesatu

Musyawarah Kalurahan

Pasal 9
(1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKal.
(2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan
pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

(3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin Bamuskal

Pasal 10
Musyawarah Kalurahan terdiri atas:
a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 11
(1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10 huruf a:
a. Pelaksana operasional menyampaikan:
1) laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas
dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah
Kalurahan;

7 rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh

Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil ussha, dalam
hal BUMKal mempunyai saldo laba yang positif.




(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program
kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada
pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas
pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah
dijjalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

(5) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta
Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 12
(1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam

pasal 10 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam
keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang
wewenangriya berada pada Musyawarah Kalurahan.

(2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana

operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

(3) Penasihat meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah

Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 13
(1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
a. Lurah;

b. Bamuskal; dan
¢. unsur masyarakat yang terdiri atas:

1. penyerta modal;
2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan

3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha
BUMKal/Unit Usaha BUMKal.

(2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan

musyawarah untuk rmencapai mufakat.

Pasal 14

Musyawarah Kalurahan berwenang:
a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan;
b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;




m.

O,

membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan
kewgjiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi
kepenasihatan;

mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana
operasional BUMKal;

mengangkat pengawas;

mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;

memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKai;
memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja
vang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah
pengawas dan penasihat;

membenkan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai,
jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan
pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar
BUMKal,

menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;

menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;

memutuskan penugasan Desa kepada BUMKal untuk
melaksanakan kegilatan tertentu;

memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;

menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal
dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan;
menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan
tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, danpengawas:
membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan
aset BUMKal;

membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang
harus dilaksanakan olch penasihat, pelaksana operasional,
dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang
diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum
dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas
tidak menunjukkan iktkad baik melaksanakan

pertanggungjawaban;
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memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Dess

karena keadaan tertentu;

menunjuk penyelesain dalam rangka penyclesaian  scluruh
kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian
kegiatan usaha BUMKal;

meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen
untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi

kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 15

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Lurah.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berwenang;:

a.

B
o
.

bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan

menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau

perubahannya,;
bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program

kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan

kepada Musyawarah Kalurahan;
menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional

sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;

dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara

pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional

BUMKal;

bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun
dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan
kebutuhan dalam rargka perencanaan penambahan modal Desa

dan/atau masyarakat untuk diajukan kepada Musyawarah

Kalurahan,
melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha

BUMKal oleh pelaksana cpcrasional dan laporan pengt;wusun oleh

pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kaluraban dalum

laporan tahunan,
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Pasal 17

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

a.

memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional
dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal;

menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana
program kerja BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah
Kalurahan;

menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi
BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga;

bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUMKal;

bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan

pengelolaan usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah

Kalurahan;
memberikan pertimbang

organisasi BUMKal sesuai dengan
Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap

penting bagi pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan

Rumah  Tangga

an dalam pengembangan usaha dan

Anggaran Dasar dan Anggaran

dan/ataukeputusan  Musyawarah
Anggaran

Kalurahan; dan
meminta penjelasan dari
pengelolaan BUMKal sesual

Rumah Tangga dan /atau keputusa

pelaksand operasional mengenai persoalan
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
n Musyawarah Kalurahan.




Pasa)l 18

penasihat sebagaimana dimaksyg dalam pasal 15 berhak:

memberi kuasa kepada Pihak lain untuk melaksanakan fungsi

.
kepenasihatan; dan

b. Direktur berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji dan

tunjangan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 19

BUMKal diurus dan dipimpin oleh 1 (satu) orang pelaksana operasional

yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah

Kalurahan.

Pasal 20
(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diangkat dari
orang perseorangan yang diseleksi oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau
unsur masyarakat dan ditetapkan dalam Musyawarah K.alurahan.
(2) Dalam hal seleksi sebagaimana ayat (1) Lurah membentuk Tim

seleksi.
(3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat meliputi:
warga Kalurahan Dengok;

usia minimal 20 tahun pada saat mendaftar;
sehat jasmani dan rohani (t'dak sedang menderita penyakit

a.
b.

c.
dapat menghambat tugas sebagai Ketua);

yang
d. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya
untuk melaks

berpendidikan

anakan tugas sebagai Ketua;
minimal SLTA sederajat;

mampu melaksanakan perbuatan hukum;
akan pailit;

tidak pernah dinyat
kan bersalah dan menyebabkan sebuah

tidak pernah dinyata
usaha dinyatakan pailit; |
arcna njelakukan tindak pidana:

tidak pernah dihukum k
ahlian dan peng

etahuan yang memadai mengenaj
j. memiliki ke
tau pelayanan umum;

usaha di bidan
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memiliki kemampuan, kepemim

. pinan dan kerja sama; dan
L tidak !

se P
dang menduduki — jaba‘an yang bperdasarkan

erat £
peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap
dengan jabatan Direktur BUMKal.

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai
Direktur.

Pasal 21

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah
Kalurahan karena alasan:

a.

b.

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/ atau peraturanperundang-undangan;

terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal;

melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan
yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKal;

dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan

mengundurkan diri.

Pasal 22

Direktur berwenang:

a.

bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati

Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;

mengambil keputusarn terkait operasionalisasi Usaha BUMKal yang
sesuai dengan garis kebijakan BUMKal yang dinyatakan dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan* keputusan

Musyawarah Kalurahan;
N Y dinasikan pelaksanaan Usaha BUMKal secara interna]
engoordi ‘
ihak lain;
or isasi maupun dengan Pl -
N ) ai ketenagakerjaan BUMKal termasuk

n
me ketentuan menge ' i

ngatur . punjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawaj
penetapan gajl,

BUMKal; . memberhentikan pegawai BUMKal selain
an

mengangkat + endahara perdasarkan peraturan perundang-

sekretaris dan D€

tenagakerjaar;

a ai ke
undangan mengen SUMKal setelah mendapat persetujuan

melakukan pinjaman




Musyawarah Desg atay

Penasihat  sesuai ketentuan  dalam

Anggaran Dasar BUMKa|-

¢ melakukan kerja sam . - .
a dengan pihak lain untuk mengembangkan

Usaha BUMKal g
Setelah  mendapat  persetujuan  Musyawarab

Ka]ulallall atau pﬂllasihat ses H ran Dasal
N uai l(etentuan dalam Angga 1 ¢ :

h. n?elaksanakan Pembagian besaran laba bersih BUMKal sesuai yarg
ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan:

i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang
ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;

j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah
Kalurahan,;

k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan

tidak menunjuk penyelesai;dan
| mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan .. ——
dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKal

mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan

Musyawarah Kalurahan, dan Jatau sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKal di dalam

dan di luar pengadilan.

Paszal 23

Direktur bertugas:
a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan
BUMKal untuk kepentingan BUMKal dan sesuai dengan maksud

BUMKal serta mewakili BUMKal di dalam dan/atau di
2 hal dan segala kejadian, dengan

dan tujuan
luar pengadilan mengenai segal
pembatasan sebagaimana diatur

keputusan Musyawarah Kalurahan

e L

dalam Anggaran Dasar BUMKal,

dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan; -
b. m . gd melaksanakan rencana program kerja BUMKal;
. menyusun dan
emester

n kepada penasih
pelaksanadn pengelolaan  Usaha

an pelaksanaan pengelolaan Usaha

c s
menyusun laporan at dau pengawas;

BUMKal untuk diajuka
ahunail

d. menyusun laporaﬂ }:’n kcpada Musyau’al’ah Kalurahan setelah
oa'u a -
BUMKal untuk did) AWas;

) engé
ditelaah oleh penaéﬂhat dan P




e, atas permintaan pepgs; .
penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan

BUMKal kepada penasihat.

f, menjelasikan parsoalan Pengelolaan BUMKal kepada Musyawarab

Kalurahan; dan

ama -
. bers dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan

I 13 . .
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan

kebutubhan  dalam  rangka perencanaan penambahan modal
kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan

kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 24
Direktur berhak: .
a. mewakili BUMKal didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal
dan dalam segala kejadian;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan
bendahara;

c. memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji dan tunjangan.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 25

(1) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang yang diangkat dari orang

perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau

unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat meli\puti:

2. warga Kalurahan Dengok;
hun pada saat mendaftar;

b. usia minimal 20 ta ‘ |
rohani (tidak sedang menderita penyakit yang

¢. sehat jasmani dan ' '
gas sehagal pengawas);

d ambat tu ‘
apat mengh aksanakan tugas sebagai pengawas;

d. memiliki dedikasi untuk el i
€. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
f. tidak pernah dinyatak
& tidak pernah dinyatakar

usaha dinyatakan pailit;
" tidak pernah dihuku® karenad

an palhtr

persalah dan menycbabkan sebuah

kukan tindak pidana;

mela




i, memiliki
usaha di bidang ekonomj dap, /atau pelayanan umum;
j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
0) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayar(2).
(4) Orang perscorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 26

pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah

Kalurahan karena alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/ atau peraturan perundang-undangan;

¢. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal,;

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai pengawas;

¢. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; dan

[, mengundurkan diri.

Pasal 27

pengawas berwenang:

% bersama dengan penasihat, menelaah rancan
perasional untuk diajukan

garn réncana program

kerja yang diajukan oleh pelaksana 0
kepada Musyawarah Kalurahan;

B bersama dengan penasihat dan pela
dan menyepakati Anggaran rumah Tangga BUMKal dan/atau

ksana operasional, membahas

Perubah : i
annya, rikan persetujuan atas pinjaman

bersama an penasihat, membe .
BUMKal c:jeng p’ mlah tertentd sebagaimana ditetapkan dalam
al dengan Jju

An MKal; :
berggara.n Dasar BU i memberikan persetujuan atas kerja
sama dengan pen '
qai, ju
Sama BUMKa!, dengan nllal, J
' ih
kerjasama tertentu denga? P’

nlah investasi dan/atau bentuk

ok lain sebagaimana ditetapkan

dalam Anggaran Dasar BUMK&L
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bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis
keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka
perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat
Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan-

atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan
melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan
dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi
dapat merugikan BUMKal;dan

memeriksa pembukuan, dokumen, can pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 28

Pengawas bertugas:

a.

melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan
jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran

Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan,
melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan

tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
melakukan telaahan atas laporan semesteran

pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di

pelaksanaan

ajukan kepada penasihat;
bersama dengan penasihat, menelaah rencana program Kkerja yang

diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada

Musyawarah Kalurahan;

bersama dengan penasihat,
tahunan peleksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana

melakukan telaahan atas laporan

operasional sebslum diajukan kepada Musyawarah Kalurahar;

bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan

pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah

Kalurahan; dan
memberikan penjelasan atau

dalam Musyawarah Kalurahan.

keterangan tentang hasil pengawasan

Pasal 29

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji dan

tunjangan.

.




